
BUPATI TAPIN

PERATURAIT DAERAII I{ABUPATEN TAPIN
NOMOR 17 TATIUN 2OI2

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN
AITGGARAN PENDAPATAN DAIT BTLITNJA DATRAII

TATIUN ANGGARAN 2()11

DENGATI RATIMAT TT'I{AIT YANG MATIA ESA

Menimbang:

Mengingat : 1.

BT'PATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentrran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 784 ayat (1) Undang-Undartg
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tatrun
2OO8 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepali- Daeratr mengajukan
Rancangan Peratur€ul Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Per-wakilan Rallyat Daerah (DPRD) bempa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2OlL.

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembpntrrkan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalbng (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Repulrlik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33L21 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 tentang
Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2.



5.

6.

7.

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun L99+ Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor LT Tatrun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OO4
Nomor IO4, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44211;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambatrarr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
seba$aimana telatr diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tatrun 2OO8
tentang Per-ubahan Kedrra Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8aal;

9. Undang-Undang Nornor 33 Tatrun 2OO4 tentang
Perimba.ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambatran
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daeratr dan Retribusi Daeratr (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 13O,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2ALI tentang
tentang Pembentrrkan. Peratrrran Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44t61
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tatrun
2OO7 tentang Perlbahan Ketiga Atas Peratur€ul
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47L21;

13. Peratrrran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.rn
2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2l;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang
Pinjaman Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta-Lun 2OOS Nomor 136, Tambahan
Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor a57fl;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Oand Perimbangan (Iembaran Negara Republi[
Indorresia Ta-hun 2OO5 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daeratr (Lembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telatr diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O
tentang Perubahan Peratrrran Pemerintah Nomor 56
Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrurt



2O1O Nomor 11O, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

LT.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor LfiO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a5781;

lS.Peraturan Pemerintatr Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 15O, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

l9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang
Pedoman PembinaatrL dan Pengawas€rn
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOS Nomor 165,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

2o-Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6Vl;

2L.Perahrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintatran Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLO
Nomgr L23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

23. Peratrrran Pemerintah Nomor 02 Tatnrn 2OL2
tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indotresia Tahun 2OL2 Nomor O5, Tambatran
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

24. Peratrrran Presiden Nomor 1 Tahun 2OOT tentang
Pengesatran, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peratrrran Perund€rng-undangan ;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daeratr sebagaimarta telah diubah teraktrir dengan
Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tatrun
201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2OtL
Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2O1O tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Pennrakilan Ralryat Daeralr
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

27. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2OLI tentang Pembentukan Produk hulnrm Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL
Nomor 69fl;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2OII tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLL sebagaimana
telah diubah dengan Peratrrran Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor L2 Tahun 2071 tentang Pembahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O 1 1;

29. Peratur€rn Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokrk-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Dengan Persetujuan Bersana

DEUTAIII PERUTAKII,AN RAI(YAT DAERAII KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAI{ 2OLL

BAB I
KETENTUAIV UMITU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalatr Kabupaten Tapin.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan u nsan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per-wakilan
Rakyat Daerah menurrrt asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesaftran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
L945;

3. Pemerintah daerah adalatr Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsu.r penyelenggara pemerintahan daeratr.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daeratr sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.

5. Bupati adalalr Bupati Tapin-

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daeratr yang dapat dinilai
dengan uang termdsuk didalamnya segala benhrk kekayaan yang
berhubungan dengan hak darr kewajiban daerah tersebut.

9. Peraturan daerah adalah peratrrran perundang-undangan yang
dibenhrk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daeratr.

1O. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disinglat
APBD adalah renc€u1a keuangan tatrunan pemerintahan daeratr
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daeralr dan
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



1 1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikcn
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangart
yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya
dalam dalam satu periode pelaporan.

t2.Pendapatan daeratr adalah hak pemerintah daeratr yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daeratr

13. Belanja daerah adalah kewajiburn pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.

14. Surplus anggaran daerah adalatr selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

15. Defisit anggaran daerah adalatr selisih kr:rang antara pendapatarr
daerah dan belanja daerah.

16. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaart yang perlu dibayar
kembali durlatarr pengeluaran yang akan diterima kembali bauk
pada tahun anggaran yang bersanglmtan maupun pada tahun-
tahun anggaran berilnrtnya.

l7.Sisa Irbih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama saflr periode anggaran.

18. Neraca addah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kew4iiban dan elmtas
pada tanggal tertentu.

19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dilarasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi da/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah rnaupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satrran uang termasuk
sumber daya non keuangan yzulg diperlukan untuk penyediaan
jasa bagr masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.

20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

21. El,nritas adalah kekayaan bersih pemerintah yang rne npakan
selisih antara aset:dan kewqiiban pemerintah.

22.Lapor€ul €rrus kas'aaAafr laporan yaurug meny4iikan informasi kas
sehubungan dengarn aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan
transitoris yang : menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengehrararr dan: saldo akhir kas pemerintah pusat/daeratr
selama periode tertentu.

23. Catatan atas I"aporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari aurrgk,a yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,
neraca dan laporan arus kas.



(1)

BAB II
PERTAIIGGUNGJAUTABAN PELIU(SANAAN APBD

Pasal 2

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD bempa laporan
keuangan memuat :

a. Tapora.;.r.r realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arlls kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarnpiri
dengan laporan kineda dan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daeratr/ Penrsahaan Daerah,

Pasal 3

Laporan realis,asi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a Tahun Angg€ran 2011 sebagai berikut :

(21

a.
b.

Pendapatan
Belanja
Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Surplus/ (Defrsit)

perubahan
b. Redisasi

perlbahan
b. Realisasi

Rp. 600.747 .464.438,00
Rp. 651.081 .523.405,00

Rp. 67 L.LO2.36O. 128,OO
Rp. 603. 180. I17.544,LL

Rp. 97.235.666.799,49
Rp. 26.94O.521.399,0O
Rp. 70.295.145.4OO,49

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sebagai berikut:
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 50.334.058.967,OO dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 50.334,058.967 ,OO

(2) Selisih anggaran clengan realisasi bepnja sejumlah
Rp. (67.922.242.583,89) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (67 .922.242.583,89)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defrsit sejumlah
Rp- (22.453.489.829,L1) dengan rincian sebagai berilmt :



Surplus / defisit setelah
pembahan
Realisasi

setelah perubatrart
b. Realisasi

Pasat 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam
31 Desember 2OLL sebagai berikut :

a. jumlah aset
b. jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitap dana

, Pasal 6

Rp, (7O.354.895.690,00)
Rp. +7.9O1.405.860,89

Rp. 97.295.844.59O,OO
Rp. 97.235.666.799,49

Rp. 7O.35.4.895.690,OO
Rp. 70.295.145.400,49

Pasal 1 ayat (1) huruf b per

Rp. 1.5 1 1 .828.520.7OO,5L
Rp. o,o0
Rp. 1 .51 I .828.52O.7OO,5 1

Rp 95.795.844.59O,49

Rp. 222.858.553.730,00

Rp ( 175.136.373.206, I 1)

Rp. (25.500 .699.190,00)

Rp. L79.225.337,00

Rp. 1 18. 196.55 L.261,38

a.

b.
Selisih lebih/ (kurang) Rp. (22.453.489.829, 1 1)

(41 Selisih Ernggaran dengan realisasi penerimaarr pembiayaan
sejumlah (Rp.60. I77.790,51) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah pembahan

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang) Rp. (60.L77.790,51)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah (Rp. 427.501,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengelua.rar.
pembiayaan setelah perubahan Rp. 26.940.948.900,00

b. Realisasi Rp. 26.940.521.399,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. (427 .5O1,00)

(6) Selisih €rnggara.n dengan realisasi pembiayaan netto sejumlatr
(Rp. 59.750 .289,51) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

Selisih lebih/(lmrang) Rp. (s9.750.289,51)

Laporan arus kas sebagaim€ula dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
hunrf c untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desember
2OI1 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per I Januari 2OlL
b. Ams kas bersih dari aktivitas operasi

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
non keuangan

d. Arrs kas bersih dari aktivitas
pembiayaan

e. Arus kas bersih dari aktivitas non
anggaran

f. Saldo akhir kas per 31 Desember 201 1



Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud ddam
Pasal 1 ayat (1) huruf d TahunAnggaran 2OLL memuat informasi
baik seca-ra lmantatif mampun lmalitatif atas pos-pos keuangan.

Pasat 8

Pertanggr:ngfawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peratur€u1 Daeratr ini, terdiri dari :

a. Larnpiran I

Lampiran I.1

LampiranI.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Larrrpiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Larnpiran I.10

Larnpiran I. 1 1

Lampiran I.L2

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daer:ah darr
organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut
u nsan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urllsan pemerintatran daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitrrlasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselerasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daeratr dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Daftar piutang daeratr;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambatran dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset lainnya;

Daftar kegiatan:kegiatan yang belum
ciiselesaikan sampai dengan af<ftir tahutt dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
trerilmtnya;

Daftar dana cadangan daeralr dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;.

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan.



Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
ayat (2) terdiri dari :

a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian ymrg tidak terpisahkan dari Perahrran Daeratr ini dan

b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usatra Milik
Daerah/Pemsatraan Daerah tercantum dalam lampiran VI ytrry
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perahrran Daerah
ini.

BAB III

I(BTENTUAII PENUTI'P

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaart Anggaran Pendapatart dan Belanja Daeratr Tahun
Anggaran 2OL1 diatur dengan Peratrrran Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
D aer aJt Kabup aten T apin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 September 2OL2

:-IPIil,

IN ITALIDI

Diundangkan di Rantau
tanggal 17 Septegnber 2OI2

TAPIN,

BARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 17

3)
..;.t-*;.:


